BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 000.7.1.3-15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSRENBANG TAHUN 2026
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2027

Menimbang

Mengingat

®

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 s/d 95
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang
RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD  dan RKPD, maka perlu diselenggarakan
Musrenbang dalam rangka membahas Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya
Tahun Anggaran 2027,

bahwa agar pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berlangsung dengan baik,
terorganisasi serta efektif dan efisien, dipandang perlu
untuk membentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara
Musrenbang Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan
Jaya Tahun Anggaran 2027;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194);
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah entang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan
Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2045 (lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
Peraturan Daerah Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor
5.

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan
Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA MUSRENBANG TAHUN 2026 DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
ANGGARAN 2027.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2027 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2027 dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
2026 pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

NOoO O WN

Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;

Gubernur Papua Tengah, di Nabire;

Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Inspektur Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa,;
Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

esuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

A SUPULAYUK
201004 1001



Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya

Nomor

000.7.1.3-15 TAHUN 2026

Tanggal : 3 Februari 2026

Tentang: Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang Tahun 2026
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2027.
NO. JABATAN DALAM INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Bupati Intan Jaya Pelindung
2.  Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Penanggung Jawab
3 \I}(epala BAPPERIDA Kabupaten Intan Ketua
aya
Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Intan .
4. Ja Sekretaris
ya
Kepala Bidan Anggaran BPPKAD
> Karl;upaten IntarglJ Jaya 0 Anggota
Asisten Bidang Perekonomian,
6. Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Kabupaten Intan Jaya
7 Kepala Bagian Hukum SETDA A ¢
" Kabupaten Intan Jaya hggota
Kepala Bidang Perencanaan
8 Pembangunan Infrastruktur & A ¢
' Pengembangan Wilayah  BAPPERIDA nhggota
Kabupaten Intan Jaya
Kepala Bidang Pengendalian dan
9. Evaluasi BAPPERIDA Kabupaten Intan Anggota
Jaya
Kepala Bidang Perencanaan
10 Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia Anggota
" dan Masyarakat BAPPERIDA Kabupaten
Intan Jaya
Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi
11 BAPPERIDA Kgabupaten Intan Jaya Anggota
12 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah A ¢
" BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya hggota
Kepala  Sub Bagian Umum dan
13. Kepegawaian pada Sekretariat Anggota
BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya
Kepala Sub Bagian Keuangan pada
14.  Sekretariat BAPPERIDA Kabupaten Intan Anggota
Jaya
Kepala Sub Bagian Program dan
15. Pelaporan pada Sekretariat BAPPERIDA Anggota

Kabupaten Intan Jaya

16. Kepala Sub Bidang.../7



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kepala Sub Bidang Pertanahan &
Lingkungan Hidup pada Bidang
Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya
Kepala Sub Bidang Perencanaan
Pendidikan  dan Kebudayaan pada
Bidang Perencanaan Pembangunan
Sosial, Budaya, Manusia & Masyarakat
BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya

Pit. Kepala Sub Bidang Perencanaan
Pemerintahan 8 Kependudukan pada
Bidang Perencanaan Pembangunan
Sosial, Budaya, Manusia & Masyarakat
BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya
Kepala Sub Bidang Perencanaan
Perekonomian dan Pariwisata pada
Bidang Pembangunan Ekonomi
BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya
Kepala Sub Bidang Riset dan Inovasi
Ekonomi dan Keuangan pada Bidang
Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA
Kabupaten Intan Jaya

Kepala Subbid Pengendalian dan
Evaluasi Ekonomi pada Bidang
Pengendalian dan Evaluasi

Unsur Staf Pada BAPPERIDA Kabupaten
Intan Jaya

idengan aslinya
IAN HUKUM,"

UPULAYUK
201004 1001

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAISINI



